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Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar manusia, sebagai anugerah Tuhan Y ang Maha Esa,
bersifat kodrati, universal dan abadi yang harus dihormati dan dilindungi tanpa membedakan jenis kelamin,
ras, agama, Bahasa serta status sosial lainnya. Bangsa Indonesia menyadari bahwa HAM bersifat historis
dan dinamis yang pel aksanannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, perlindungan HAM telah dijwnin perlindungannya dalam berbagai ketentuan hukum misalnya
Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya. Jaminan
perlindungan di lingkungan ABRI, di samping jaminan perlindungan yang bersifat umum seperti diatas, juga
terdapat Etika Prajurit yang terumus dalam Sumpah Prajurit, Sapta Marga, Delapan Wajib ABRI, Tujuh
Asas Kepemimpinan dan Komunikasi Sosiad ABRI dan Sumpah Perwira. Selain itu juga Doktrin ABRI yang
memuat Taktik dan Strategi serta Teknis pel aksanaan pencapaian tugas pokok dalam bentuk Buku Petunjuk
Lapangan, Buku Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang yaitu Pangab dan Kepala Staf
Angkatan dan Polri berdasar delegasi dari Presiden.

HAM belumlah cukup dengan jaminan perlindungan dalam ketentuan-ketentuan hukum saja, tetapi yang
lebih panting adal ah penyelenggaraan dan penegakan HAM jikaterjadi pelanggaran. Dalam Piagam HAM
Indonesia dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM terutama menjadi
tanggung jawab Pemerintah.

ABRI sebagai aat negara membantu tugas Pemerintah, dan dalam pelaksanaan tugasnya, ABRI juga ada
kemungkinannya melakukan tindakan yang bersifat pelanggaran HAM terhadap rakyat sipil. Oleh karenaitu
di lingkungan ABRI senantiasa berupaya melakukan penegakan HAM terhadap anggota ABRI yang
melakukan pelanggaran HAM.

Penegakan HAM di lingkungan ABRI diselenggarakan melalui sarana penegakan hukum. Hukum yang
berlaku bagi ABRI selain hukum yang berlaku untuk rakyat pada umumnya juga berlaku hukum minter,
misalnya Hukum Disiplin Militer, Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Peraturan Urusan
Dinas Dalam, Peraturan Seragam ABRI, dan lain-lainnya.

Penegakan Hukum di lingkungan ABRI diselenggarakan di Peradilan Militer yaitu terhadap tindakan yang
bersifat pidana dengan mendasarkan pada KUHP dan KUHPM. Sedangkan tindakan anggota yang bersifat
indisipliner diselesaikan di luar peradilan yaitu diselesaikan melalui Atasan Y ang Berhak Menghukum
(Ankum).
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Dalam proses penyelesaian perkara pidana melaui Peradilan Militer, Komandan mempunyai perana,n di
dalamnya yaitu selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) mempunyai kewenangan untuk menyerahkan
perkara pidana untuk diselesaikan di Peradilan Militer. Kewenangan ini berkaitan dengan asas-asas yang
berlaku khusus dalam tatanan kehidupan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggung
jawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer. Khusus dalam proses peradilan, kepentingan
militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.



